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	ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing- masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian.Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Dalam hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel X dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,624. Hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel Y dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,627. Hal ini membuktikan instrument penelitian berupa kuesioner ini telah reliabel karena Cronbach’s Alpha yang bernilai lebih besar dari 0,60. Dalam hasil uji validitas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel X dan Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung > R tabel (0,320). Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.
ABSTRACT 

The Regional Budget is essentially a policy instrument used as a tool to improve public services and community welfare in the region. DPRD and local governments must make real and structured efforts to produce APBDs that can reflect the real needs of the community in accordance with the potential of each region, and can meet the demands of creating a regional budget that is oriented towards the interests of the community. This research is quantitative descriptive research, which is a study that serves to describe or provide an overview of the object under study through sample or population data with numbers using data that the author thinks is in accordance with the object of research and provides an overview of the object of research.Knowledge of the council on the budget has a positive and significant effect on the role of members of the Lebong Regency DPRD, Bengkulu in supervising regional finances. This is because based on the test results on respondents' answers, it shows the results that members of the Lebong Regency DPRD, Bengkulu have good or high knowledge about the budget. In the reliability test results show the results of reliability testing on variable X instruments with a Cronbach's Alpha value of 0.624. The results of the reliability test on variable Y instrument with a Cronbach's Alpha value of 0.627. This proves that the research instrument in the form of a questionnaire is reliable because Cronbach's Alpha is greater than 0.60. In the validity test results, it can be seen that the correlation between each indicator of variables X and Y shows significant results and shows that R count> R table (0.320). It can be concluded that all question items are declared valid.
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PENDAHULUAN 
Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah ini lebih merujuk pada otoritas administrasi disuatu daerah, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi, Kabupaten dan kota, Daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mampu mengelolanya secara dinamis seperti penegelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pmerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat dan juga dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat.

Untuk mewujudkan otonomi Daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu dibutuhkan peran DPRD dalam Pengawasan keuangan Daerah sehingga dapat bertanggung jawab dalam pengawasan. Bahkan Indonesia memiliki beragam penghasilan yang dapat menunjang perekonomian. Penerapan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah menuntut good governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus mengedepankan akuntanbilitas dan transparansi. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Dewan) menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD). Kebijakan otonomi daerah yang digulirkan dalam era reformasi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, pelaksanaan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya perundangan otonomi daerah tersebut, maka diharapkan DPRD akan lebih aktif dalam menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Selain itu dalam menjalankan fungsi dan perannya, diharapkan dewan memiliki kapabilitas dan kemampuan, antara lain pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah. Secara umum, lembaga legislatif (DPR/DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu:

1) Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan),

2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran) dan

3) Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan system pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1) Reformasi sistem pembiayaan

2) Reformasi sistem penganggaran

3) Reformasi sistem akuntansi

4) Reformasi sistem pemeriksaan

5) Reformasi sistem manajemen keuangan daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolahan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa:

a) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan,

b) Anggota dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolahan anggaran.

Berbicara mengenai anggaran tidak terlepas dari suatu pengawasan. Pengawasan dilakukan guna untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan anggaran yang bisa terjadi. 

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pentingnya pengawasan suatu anggaran ditujukan untuk mengawasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut yang dilihat dari hasil kinerja yang dicapai. Untuk itu pengawasan terhadap anggaran dalam hal ini APBD sangat diperlukan. Perencanaan penyusunan anggaran dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif (dalam hal ini DPRD) sesuai dengan rencana pelaksanaan program kerja yang akan dijalankan.

Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi Daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APDB). Oleh sebab itu diperlukan suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

Pada penelitian ini fungsi anggota dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD). Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih dipengaruhi oleh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan faktor lain.

Penelitian pernah dilakukan oleh Rosseptalia (2006); Coryanata dan Werimon (2007); Pusdianto (2008); serta Pramita dan Andriyani (2010) menunjukkan hasilnya bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan anggaran yang di lakukan oleh dewan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislasinya selalu menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Konsep sistem pemerintahan yang demokratis salah satu ciri dengan adanya partisipasi masyarakat karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan pada sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintah maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan otonomi daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Mengingat pentingnya pengawasan itu maka Undang- Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kembali memberikan penegasan tentang pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 223.

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power maker). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan proses litigasi (penyelesaian sengketa tata pemerintahan) yang diselesaikan melalui proses pengadilan. Di sisi lain adanya freies ermessen atau descreationarie (wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, utamanya dalam dikeluarkannya suatu keputusan. Untuk meminimalisasi penyimpangan yang dilakukan pemerintah (eksekutif), maka dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah perlu diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pengawasan politik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legistalif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administrasi, sebab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga politik.

Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai sesama unsur pemerintahan daerah, pada dasarnya kedudukan pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sejajar, yang membedakannya adalah fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya. Dengan demikian, hubungan yang harus dibangun antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mestinya hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good local governace).

Pengawasan yang dilakukan mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dan tidak malakukan kegiatan penyimpangan yang dapat merugikan. Tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi satu periode serta sebagai sarana bagi transparansi anggaran selaku wakil rakyat untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyrakat.
LANDASAN TEORI

1. Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing- masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

APBD adalah suatu gambaran tentang perencanaan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi penerimaan dan pengeluaran suatu pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu.

Pengertian APBD dalam konteks UU keuangan negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.
2.Penganggaran / Anggaran

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikanoperasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarah suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh para ahli sebagai berikut : M. Nafarin (2013:11) menyatakan “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang”.

Menurut Suharsimi (2012:1), “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.

3. Pengawasan APBD

Pengertian pengawasan secara umum adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim dalam Pusdianto, 2008).

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan (Pramita dan Andriyani, 2010). Hal ini juga diatur didalam Undang- Undang Nomor 27 tahun 2009 tentangMPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/ kabupaten/ kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/ kabupaten/kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD provinsi/ kabupaten/ kota.

Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan. Pengawasan keuangan daerah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan.

Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek pengawasan, sifat pengawasan, dan metode pengawasan. (Halim, 2012: 39)

1) Pengawasan berdasarkan objek

Pengawasan APBD menjadi pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pengawasan terhadap pengeluaran daerah. Pengawasan pendapatan daerah lebih ditekankan pada segi pengumpulannya, sedangkan tujuan pengawasan pengeluaran daerah meliputi segi penyusunan anggarannya, penyalurannya maupun segi pertanggungjawabannya.

2) Pengawasan menurut sifat

Menurut sifat, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

3) Pengawasan menurut metode

Menurut metode, pengawasan dapat dikelompokkan menjadi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu instansi atau unit kerja dalam lingkungan pemerintahan daerah terhadap bawahannya, terutama melalui perlembagaan sistem pengawasan pimpinan. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan.

Tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelum tahun anggaran berjalan, kemungkinan besar tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya, hampir selalu ada variansi (variance) antara anggaran dengan realisasinya. Dalam anggaran berbasis kinerja, APBD harus direncanakan dengan menetapkan terlebih dahulu target kinerja yang ingin dicapai (Money follows functions). Jika tidak ada target, maka tidak ada aktivitas. Jika tidak ada aktivitas, maka tidak ada alokasi dana dalam APBD.

Pemeriksaan pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan setelah berlakunya paket tiga Undang-undang Keuangan Negara. Perubahan tersebut antara lain meliputi jenis pemeriksaan, standar pemeriksaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Perubahan tersebut tentunya harus disikapi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang semakin baik dan ‘semakin’ sesuai standar.

4. Kinerja DPRD

Menurut Tika (2006:12), kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/ kegiatan seorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Dalam konteks DPRD maka kinerja merupakan pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Hak yang diberikan kepada anggota dan/atau DPRD pada priode tertentu. Sebagai wakil rakyat DPRD harus dapat memperhatikan, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sedangkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan didaerah maka DPRD harus dapat melaksanakan fungsinya baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah yakni “meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Guna mewujudkan DPRD, agar berfungsi sebagai keinginan tersebut maka kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan kewajibannya diatur dalam Undang-Undang. Lembaga perwakilan rakyat di Daerah merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Sebagaimana dikemukakan imawan (dalam Eko Saputra, 2014) bahwa tujuan dari perwakilan politik adalah menerjemahkan will of the people menjadi willof the state dimana fungsinya dibedakan menjadi 2 (dua) kategori besar, yakni fungsi wakil dan fungsi lembaga perwakilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan pada bulan Februari-Maret 2024 di Kantor DPRD Kabupaten Lebong, tempat dimana merupakan lokasi kerja para anggota DPRD Kabupaten Lebong. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topik dengan kondisi di lapangan yang di mana peneliti dapat langsung berinteraksi dengan anggota DPRD guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi dengan angka (Arikunto, 2006).
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 
Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila korelasi nilai r hitung> r tabel. Nilai r hitung adalah nilai-nalai berada dalam kolom correlation.  Jika r hitung>r tabel (0,3202), maka butir pertanyaan atau variable tersebut valid. Untuk menghitung validitas maka digunakan SPSS Ver. 25 for Windows.

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel X Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

	Hasil Penelitian
	Frekuensi
	R Hitung
	R Tabel
	Keterangan

	Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
	PD1
	0.505
	0.3202
	Valid

	
	PD2
	0.467
	0.3202
	Valid

	
	PD3
	0.454
	0.3202
	Valid

	
	PD4
	0.37
	0.3202
	Valid

	
	PD5
	0.533
	0.3202
	Valid

	
	PD6
	0.618
	0.3202
	Valid

	
	PD7
	0.6
	0.3202
	Valid

	
	PD8
	0.518
	0.3202
	Valid

	
	PD9
	0.676
	0.3202
	Valid

	
	PD10
	0.429
	0.3202
	Valid

	Total
	
	1
	0.3202
	Valid


Sumber: olah data penelitian data SPSS, 2024

Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel X menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung > R tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Y Pengawasan Keuangan Daerah

	Hasil Penelitian
	Frekuensi
	R Hitung
	R Tabel
	Keterangan

	Pengawasan Keuangan Daerah
	PK1
	0.537
	0.3202
	Valid

	
	PK2
	0.592
	0.3202
	Valid

	
	PK3
	0.365
	0.3202
	Valid

	
	PK4
	0.792
	0.3202
	Valid

	
	PK5
	0.37
	0.3202
	Valid

	
	PK6
	0.711
	0.3202
	Valid

	
	PK7
	0.733
	0.3202
	Valid

	
	PK8
	0.367
	0.3202
	Valid

	
	PK9
	0.711
	0.3202
	Valid

	
	PK10
	0.735
	0.3202
	Valid

	Total
	
	1
	0.3202
	Valid


Sumber: olah data penelitian data SPSS, 2024

Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung>R tabel. Dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Relibialitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbachs's Alpha yang diaplikasikan dengan program SPSS Ver. 25 for windows. Apabila nilai Cronbachs's Alpha >0,60 maka alat ukur dinyatakan reliabel.

Tabel 3 Hasil Uji Realibitas Variabel X Dan Y

	variabel penelitian
	cronbach’s alpha if

item deleted
	standar

reliabilitas
	keterangan

	Pengetahuan Dewan

Tentang Anggaran (X)
	0.624
	0.60
	Reliabel

	Pengawasan Keuangan

Daerah (Y)
	0.627
	0.60
	Reliabel


Sumber: olah data penelitian data SPSS, 2024

Menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel X dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,624. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel Y dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,627. Hal ini membuktikan instrument penelitian berupa kuesioner ini telah reliabel karena Cronbach’s Alpha yang bernilai lebih besar dari 0,60.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Tabel 4.9 menyajikan ringkasan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear sederhana dengan tingkat signifikansi yang diisyaratkan sebesar 5%.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis
Coefficientsa
	Model
	Unstandardized

Coefficients
	Standardized

Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std.

Error
	Beta
	
	

	1  (Constant)
	15.268
	5.673
	
	2.691
	.011

	Pengetahuan Dewan
	.664
	.127
	.657
	5.227
	.000


Dependent Variable: Pengawasan Keuangan

Sumber: olah data penelitian data SPSS, 2024

Diketahui nilai constant (a) sebesar 15,268, sedangkan nilai Pengetahuan Dewan (b/koefisien regresi) sebesar 0,664. Sehingga persamaan regresinya dapat di tulis:

Y= 15,268 + 0,664x

Penjelasan:

1. 
Konstanta sebesar 15,268 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Y adalah 15,268.

2. 
Koefisien regresi X sebesar 0,664. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% variabel X, maka nilai variabel Y bertambah sebesar 0,664. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat di katakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana:

Berdasarkan nilai signifikansi dari table coefficients di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel Pengetahuan Dewan (X) berpengaruh terhadap variabel Pengawasan Keuangan (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji R² atau uji determinasi merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi, atau dengan kata lain angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. Nilai koefisien determinasi (R²) ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (R² = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila R² = 1 atau mendekati nilai 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R² = 1 atau mendekati nilai 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R² nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu.

Tabel 5 Uji R²
Model Summary
	Model
	R²
	R Square
	Adjusted R

Square
	Std. Error of

the Estimate

	1
	.657a
	.431
	.416
	1.442


Predictors: (Constant), Pengetahuan Dewan

Sumber: olah data penelitian data SPSS, 2024

Nilai R Square sebesar 0,431. Hal ini berarti variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 43%, Sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

Pembahasan
Dalam hasil uji validitas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator variabel X dan Y menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung > R tabel (0,320). Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Dalam hasil uji reliabilitas menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel X dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,624. Hasil pengujian reliabilitas pada instrument variabel Y dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,627. Hal ini membuktikan instrument penelitian berupa kuesioner ini telah reliabel karena Cronbach’s Alpha yang bernilai lebih besar dari 0,60.

Hasil analisis regresi sederhana terhadap hipotesis dapat dilihat pada tabel bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kesesuaian jawaban dari responden dan juga latar belakang pendidikan yang cukup baik dari responden.

Nilai R Square sebesar 0,431. Hal ini berarti variabel pengetahuan dewan tentang anggaran mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sebesar 43%, Sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

Kualitas anggota dewan dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja dewan khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota dewan daerah tersebut, dimana dewan memegang peranan penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota dewan yang berpendidikan dan berpengalaman maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga dapat terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

Pada penelitian ini pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran anggota DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pengujian terhadap jawaban responden, menunjukkan hasil bahwa anggota DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu mempunyai pengetahuan tentang anggaran dengan baik atau tinggi. Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang signifikan. Ini membuktikan anggota dewan sadar bahwasanya pengetahuan tentang anggaran harus mutlak mereka kuasai dalam rangka pengawasan keuangan daerah (APBD). Anggota dewan mengetahui keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta anggota dewan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah APBD. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran/ APBD, dimana APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah/ eksekutif. Sedangkan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Lebong, Bengkulu memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja dan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah/ eksekutif.
Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk anggota dewan sebaiknya menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaaan pemerintahan daerah dapat berjalan lancar jika didukung oleh pengawasan keuangan daerah.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi variabel pengawasan keuangan daerah.
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